BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kegiatan perdagangan merupakan salah satu pilar utama perekonomian suatu negara. Seiring berkembangnya peradaban dan teknologi, transaksi perdagangan yang semula sederhana (barter) telah bertransformasi menjadi bentuk bisnis yang kompleks, melibatkan batas-batas negara, hukum perseroan, serta instrumen keuangan digital.
Untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam lalu lintas perdagangan, diperlukan perangkat hukum khusus yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha. Di Indonesia, perangkat hukum tersebut dikenal sebagai Hukum Dagang. Pemahaman terhadap dasar-dasar Hukum Dagang, kedudukannya terhadap Hukum Perdata, serta perubahannya di era modern sangat penting bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku bisnis.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dan ruang lingkup Hukum Dagang?
2. Bagaimana kedudukan dan hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata?
3. Apa saja asas-asas utama dalam Hukum Dagang?
4. Apa saja bentuk-bentuk badan usaha dalam lalu lintas perdagangan di Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Menjelaskan pengertian dan cakupan materi Hukum Dagang.
2. Menganalisis hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Menguraikan asas-asas hukum yang menjadi landasan transaksi bisnis.
4. Menjelaskan jenis-jenis badan usaha yang diakui oleh hukum di Indonesia.















BAB II
PEMBAHASAN


2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Dagang
Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia atau badan hukum yang bertindak dalam perdagangan atau bisnis demi memperoleh keuntungan (profit).
Secara tradisional, sumber utama Hukum Dagang di Indonesia berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koophandel). Namun, seiring waktu, ruang lingkup hukum dagang memperluas cakupannya hingga mencakup:
· Hukum Perusahaan: Pendirian dan tata kelola badan usaha (PT, CV, Firma, Koperasi).
· Surat Berharga: Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan Surat Sanggup.
· Hukum Pengangkutan: Pengangkutan darat, laut, dan udara.
· Hukum Asuransi/Pertanggungan: Perjanjian ganti rugi atas risiko.
· Hukum Kepailitan: Penyelesaian sengketa utang-piutang debitur insolvency.
· Hukum Persaingan Usaha & Perlindungan Konsumen.
2.2 Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata
Hubungan antara KUHPerdata (Burgelijk Wetboek) dan KUHD (Wetboek van Koophandel) tunduk pada asas hukum:
$$\text{Lex Specialis Derogat Legi Generali}$$
Artinya, hukum yang bersifat khusus (KUHD) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (KUHPerdata).
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa aturan-aturan KUHPerdata tetap berlaku bagi tindakan-tindakan yang diatur dalam KUHD, sepanjang KUHD tidak menentukan aturan khusus yang menyimpang.
· Contoh: Ketentuan umum tentang perikatan dan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi perjanjian persekutuan atau perasuransian diatur secara khusus di dalam KUHD dan undang-undang terkait.
2.3 Asas-Asas Utama Hukum Dagang
Dalam menjalankan transaksi perdagangan, berlaku beberapa asas hukum fundamental:
1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract): Para pihak bebas membuat perjanjian perdagangan bentuk dan isi apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1338 KUHPerdata).
2. Asas Consensualisme: Perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak.
3. Asas Itikad Baik (Good Faith): Setiap transaksi bisnis harus dilaksanakan dengan jujur dan terbuka (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).
4. Asas Kepercayaan (Trust): Hubungan bisnis dibangun di atas kepercayaan antar pelaku usaha.
5. Asas Efisiensi dan Efektivitas: Hukum dagang dirancang untuk mempermudah lalu lintas barang/jasa dengan prosedur yang cepat dan praktis.
2.4 Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia
Dalam lalu lintas hukum dagang, subjek hukum dapat berupa perseorangan maupun badan usaha:
· Badan Usaha Bukan Badan Hukum:
· Firma (Fa): Persekutuan untuk menjalankan usaha bersama di bawah satu nama dengan tanggung jawab renteng tanpa batas.
· Persekutuan Komanditer (CV): Persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif (pengurus) dan sekutu pasif (pemodal).
· Badan Usaha Berbadan Hukum:
· Perseroan Terbatas (PT): Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dengan pemisahan kekayaan antara perusahaan dan pemilik saham (diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).
· Koperasi: Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.
· BUMN / BUMD: Badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara/daerah.











BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Hukum Dagang merupakan cabang hukum privat yang khusus mengatur aturan perikatan, badan usaha, dan transaksi bisnis demi kelancaran lalu lintas perdagangan.
2. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata adalah hubungan Lex Specialis Derogat Legi Generali, di mana KUHPerdata berlaku sebagai induk (umum) dan KUHD/UU terkait sebagai aturan khusus.
3. Perkembangan era modern menuntut Hukum Dagang untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamika bisnis digital, hukum kepailitan modern, pasar modal, dan perlindungan konsumen.
3.2 Saran
Pemerintah dan lembaga legislatif perlu terus memperbarui Kodifikasi Hukum Dagang nasional agar mampu merespons perkembangan teknologi digital (e-commerce, fintech, dan kontrak digital) yang belum dijangkau secara penuh oleh KUHD peninggalan era kolonial.
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